Proses Penyelesaian Perkara Kepemilikan Hak  Atas Tanah Melalui Mediasi (Studi Kasus : Pengadilan Negeri Kebumen) by KURNIAWAN, AGUNG & , Nuswardhani, S.H, S.U
 
 
PROSES PENYELESAIAN PERKARA KEPEMILIKAN HAK  
ATAS TANAH MELALUI MEDIASI 






Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  










PROGRAM STUDI ILMU HUKUM 
FAKULTAS HUKUM  







PROSES PENYELESAIAN PERKARA KEPEMILIKAN HAK  
ATAS TANAH MELALUI MEDIASI 
(Studi Kasus: Pengadilan Negeri Kebumen) 
 
ABSTRAK 
Kepemilikan hak atas tanah/hak milik tanah adalah hak yang terkuat dan 
terpenuhi yaitu untuk menunjukan bahwa diantara hak atas tanah yang dipunyai 
orang, hak miliklah yang terkuat dan terpenuhi. Kepemilikan hak atas tanah yang 
dimiliki oleh perseorangan/badan hukum dapat menimbulkan sengketa apabila 
cara perolehannya dilakukan dengan cara tidak benar dan merugikan pihak lain. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses penyelesaian perkara kepemilikan 
hak atas tanah melalui mediasi. Metode penelitian menggunakan metode 
pendekatan normatif dengan cara mencari dan menganalisa temuan fakta hukum 
khususnya terkait norma peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi. 
Jenis data yaitu menggunakan data sekunder yang berasal dari penelitian 
kepustakaan dengan disertai data primer sebagai data penunjang yang bersumber 
dari penelitian lapangan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode 
analisis data kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa 
sengketa kepemilikan hak atas tanah dapat diselesaikan melalui mediasi yang 
mana para pihak telah bersepakat saling mengikatkan dirinya kedalam akta 
perjanjian perdamaian kemudian Majelis Hakim mengukuhkannya kedalam 
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan mempunyai akibat hukum 
sehingga para Pihak Penggugat dan Tergugat harus melaksanakan dan mematuhi 
putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim.  
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ABSTRACT 
Ownership of land rights/land rights is the strongest and fulfilled right that is to 
show that among the rights to land owned by the people, the right of ownership is 
the strongest and fulfilled. Ownership of land rights owned by an individual/legal 
entity may cause a dispute if the acquisition is done in a way that is not true and 
harm the other party. The purpose of this study to determine the process of 
settlement of land ownership rights cases through mediasi.Metode method using 
the normative approach by finding and analyzing the findings of legal facts, 
especially related to the norms of legislation and jurisprudence. namely using 
secondary data derived from library research with accompanied primary data as 
supporting data sourced from field research and then analyzed by using qualitative 
data analysis method. The result of research and discussion show that disputes 
ownership rights over can be resolved through mediation in which the parties have 
agreed to bind themselves into the peace treaty then the Panel of Judges confirms 
it in a permanent and lawful law enforcement that the Plaintiffs and the Defendant 
must perform and comply with the decision imposed by the judges. 
 





Sengketa tanah dan sumber-sumber agraria pada umumnya sepertinya 
merupakan konflik yang terjadi secara umum dan dilakukan oleh para pihak yang 
sebagian besar hampir seluruhnya bukan hanya individual, namun melibatkan 
tatanan komunal. Konflik-konflik semacam itu tidak mungkin dibiarkan begitu 
saja, tetapi memerlukan sarana hukum untuk menyelesaikannya.
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Penyelesaian sengketa, merupakan salah satu aspek hukum penting yang 
diperlukan manusia untuk terciptanya ketertiban dan peraturan dalam kehidupan 
bermasyarakat.
2
 Sampai saat ini masyarakat masih menganggap pengadilan 
sebagai forum dan lembaga yang layak untuk dipilih sebagai penyelesaian 
sengketa yang terjadi antar pihak-pihak dalam masyarakat. Hal tersebut bisa kita 
lihat dari tingginya kecenderungan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa 
yang dihadapi dengan mengajukan gugatan kepengadilan.
3
 Dalam praktiknya 
penyelesaian perkara melalui pengadilan membutuhkan waktu lama dan berlarut-
larut, yang meliputi tahapan dan prosedur persidangan dimulai pendaftaran 
gugatan serta dilanjutkan dengan penentuan hakim kemudian proses pemanggilan 
para pihak dan sampai pada penjatuhan putusan.
4
 Proses penyelesaian melalui 
pengadilan juga terlalu formalitas, susah untuk dimengerti dan tidak ada jaminan 
atas kepastian hukum sehingga akses untuk memperoleh keadilan tidak dapat 
diperoleh secara cepat dan transparan. Sebaliknya, mediasi karena keluwesan  dan 
sifatnya  yang mufakat dapat digunakan untuk membahas berbagai sisi sebuah 
sengketa.
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 Dengan terbitnya Perma No.1 Tahun 2016, maka proses 
mediasi mengalami upaya institusionalisasi ke dalam sistem peradilan. 
Intitusionalisasi mediasi ke dalam sistem peradilan tersebut bertujuan untuk 
mengurangi penumpukan perkara dipengadilan. Selain itu, mediasi dipengadilan 
juga diharapkan bisa memaksimalkan fungsi lembaga pengadilaan dalam 




Mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa memiliki kekuatan-kekuatan 




Mengingat keberadaan mediasi sebagai salah satu bentuk yang tidak 
terpisahkan di dalam suatu proses persidangan. Peraturan Mahkamah Agung No. 
1 Tahun 2016 mewajibkan terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui 
mediasi, Jika proses mediasi tidak ditempuh atau sebuah sengketa langsung 




Dengan demikian gugatan kepemilikan hak atas tanah apabila sudah 
diterima oleh Pengadilan Negeri, maka Pengadilan kemudian memanggil para 
pihak untuk melakukan sidang pemeriksaan perkara. Pada sidang pemeriksaan  
tersebut sebelum hakim melakukan pemeriksaan, terlebih dahulu hakim 
mengusahakan perdamaian/mediasi, apabila mediasi tercapai maka dibuatlah akta 
perdamaian untuk mengakhiri perkara kepemilikan hak atas tanah tersebut 
sedangkan kalau mediasi gagal hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan 
perkara, oleh karena itu dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian 
mengenai pemeriksaan perkara kepemilikan hak atas tanah melalui mediasi 
sampai putusan mediasi dalam perkara kepemilikan hak atas tanah tersebut.  
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Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini (1) Bagaimana pertimbangan 
hakim dalam menentukan putusan mediasi atas perkara kepemilikan hak atas 
tanah melalui mediasi? (2) Bagaimana akibat hukumnya setelah adanya putusan 
mediasi dalam perkara kepemilikan hak atas tanah yang dijatuhkan oleh hakim?  
Tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut : (1) Untuk mengetahui 
pertimbangan hakim dalam menentukan putusan mediasi atas perkara kepemilikan 
hak atas tanah melalui mediasi di Pengadilan Negeri Kebumen Kelas IB. (2) 
Untuk mengetahui bagaimana akibat hukumnya setelah putusan mediasi dalam 
perkara kepemilikan hak atas tanah yang dijatuhkan oleh majelis hakim di 
Pengadilan Negeri Kebumen Kelas IB. 
Sedangkan hasil penulisan penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
sumbangan : (1) Terhadap kajian ilmu hukum maupun data keperdataan kepada 
penulis khususnya mengenai mediasi dalam perkara perdata hak atas tanah. (2) 
Memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas khususnya mengenai 
bidang keperdataan yang menyangkut tentang mediasi dalam perkara perdata hak 
atas tanah. (3) Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan mengenai penyelesaian 
mediasi pada lembaga peradilan terhadap peneliti-peneliti lain yang berguna 
sebagai referensi dan untuk memperkaya literatur dalam lingkup kepustakaan. 
 
2. METODE 
Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif. Karena 
dalam penelitian ini hukum dikonsepkan sebagai kaidah/norma yang merupakan 
patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.
10
 Pendekatan normatif hukum 
digunakan dalam penelitian ini dengan cara mencari dan menganalisa temuan 
fakta hukum khususnya terkait dengan norma peraturan perundang-undangan 
maupun yurisprudensi dalam perkara proses penyelesaian perkara kepemilikan 
hak atas tanah melalui mediasi kemudian jenis metode kajian dalam penelitian ini 
menggunakan jenis metode penelitian deskriptif. Maka dengan itu penulis 
bermaksud akan mendeskripsikan tentang proses penyelesaian perkara 
kepemilikan hak atas tanah melalui mediasi.    
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Proses Penyelesaian Perkara Kepemilikan Hak Atas Tanah Melalui 
Mediasi 
Proses Penyelesaian Perkara Kepemilikan Hak Atas Tanah Melalui Mediasi 
ini dilaksanakan pertama perkara masuk ke pengadilan dengan melalui tahap demi 
tahap yaitu pertama mendaftarkan gugatan ke paniteraan perdata hingga hari 
pertama sidang yang dihadiri kedua belah pihak, yang selanjutnya pada sidang 
hari pertama hakim menjelaskan kepada para pihak yang hadir di muka 
persidangan pada hari pertama yaitu mengharuskan para pihak untuk menempuh 
mediasi atau penyelesaian perkara dengan cara perdamaian yang dipimpin oleh 
hakim mediator dan para pihak diberi kesempatan untuk menunjuk hakim 
mediator yang telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa. 
Pada saat sidang hari pertama para pihak bersepakat telah menunjuk hakim 
mediator, maka hakim/ketua majelis hakim akan menunjuk hakim mediator 
dengan penetapan atas kesepakatan para pihak, kemudian persidangan ditunda 
untuk dilakukan proses mediasi. Selanjutnya hakim/majelis hakim 
memberitahukan mediator yang ditunjuk dengan surat penunjukan mediator 
disertai salinan surat gugatan/permohonan/perlawanan dan memerintahkan para 
pihak yang berperkara untuk menemui hakim mediator yang ditunjuk guna 
memusyawarahkan jadwal mediasi.  
Berdasarkan atas persetujuan atau kesepakan pihak Pengugat dan Tergugat 
I, Tergugat II Tergugat III dan Turut Tergugat dalam menentukan hari 
dilaksanakannya mediasi, maka proses mediasi akan dilaksakan yang pertama 
dengan penyampaian/pembacaan resume perkara dari pihak Penggugat atau 
kuasanya, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian/pembacaan resume perkara 
dari para Tergugat dan sebaliknya, untuk dimintai pendapatnya atau hal yang di 
inginkan oleh para pihak terhadap perkara tersebut.
11
  
Berdasarkan atas laporan Mediator bahwa mediasi telah mencapai kesepatan 
perdamaian, maka Mediator kemudian merumuskan secara tertulis kesepakatan 
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yang telah dicapai dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berperkara dan 
Mediator sebagai hakim Mediator atas persetujuan para pihak dalam perkara 
Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN. Kbm. untuk menguatkan/mengukuhkannya kedalam 
bentuk akta perdamaian.
12
      
Hal ini juga diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam pasal 24 
BAB V mengenai Tahapan Proses Mediasi, jika melihat PERMA Nomor 1 Tahun 
2016 tersebut maka sudah jelas perkara perdata Nomor: 11/PDT. G/2016/PN 
Kbm. yang telah dibahas sebelumnya telah sesuai dengan aturan pada PERMA 
Nomor 1 Tahun 2016 bahwasanya dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas 
objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara maka wajib 
memuat Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan 
dengan demikian mediasi telah selesai dan mempunyai kekuatan hukum yang 
mengikat para kedua belah pihak yang menyepakati akta perdamaian tersebut.  
3.2 Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Putusan Mediasi atas Perkara 
Kepemilikan Hak Atas Tanah Melalui Mediasi 
Berdasarkan putusan perkara perdata Nomor: 11/Pdt.G/2016/PN. Kbm., 
yang dijadikan  pedoman utama oleh Hakim dalam merumuskan pertimbangan 
hukumnya sebelum menjatuhkan putusan mediasi atas perkara kepemilikan hak 
atas tanah melalui mediasi yaitu pertama hakim akan menerima dasar dan alasan 
gugatan Penggugat hingga menerima akta perdamaian yang telah disepakati oleh 
kedua belah pihak untuk menjatuhkan putusan mediasi atas perkara kepemilikan 
hak atas tanah, berikut inti dari dasar-dasar dan alasan gugatan yang dalil-dalilnya 
sebagai berikut: Bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) 
Muhammadiyah Gombong adalah Amal Usaha Milik Penggugat/Persyarikatan 
Muhammadiyah yang seluruh keuangan dan kekayaannya adalah milik Penggugat 
berdasarkan ketentuan Pasal & ayat 2 dan Pasal 3 Jo Pasal 34 ayat 1 Anggaran 
dasar dan Anggaran Rumah tangga Persyarikatan Muhammmadiyah, amal usaha 
Penggugat tersebut telah mengangkat dan menetapkan Tergugat I sebagai 
pembantu Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan di lingkungan STIKES 
Muhammadiyah Gombong masa jabatan 2008-2011, berdasarkan Surat Keputusan 
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Nomor: 0110/KEP/I.3/D/2008 Tentang Pengangkatan Pembantu Ketua II Bidang 
Administrasi dan Keuangan Masa Jabatan 2008-2011 tanggal 27 Shafar 1429 
H/07 Maret2008 M. Untuk mengelola Amal Usaha Milik Penggugat tersebut 
Penggugat juga telah menetapkan Tergugat I sebagai Ketua Sekolah tinggi Ilmu 
Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Gombong Masa Jabatan 2011-2015. 
Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 
239/KEP/I.0/D/2011. tanggal 3 muharram 1433 H/28 November 2011 M.   
Penggugat juga telah menunjuk Tergugat I untuk mengelola Dana Saving, 
berdasarkan keputusan ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) 
Muhammadiyah Gombong, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 
0102.1/KEP/IV.3.AU/A/2009 Tentang Pengelolaan Dana Saving di STIKES 
Muhammadiyah Gombong tanggal 10 September 2009. 
Bahwa hubungan tergugat I dengan Tergugat II adalah suami istri, dalam 
rangka melaksanakan tugasnya sebagai pengelola Dana Saving milik Penggugat, 
Tergugat I telah menggunakan Dana Saving milik Penggugat sebesar Rp. 
11.275.725.000,- (sebelas milyar dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua 
puluh lima ribu rupiah) untuk membeli 14 bidang tanah. 
Bahwa dalam melakukan perbuatan hukum jual-beli terhadap semua tanah 
obyek sengketa tersebut Tergugat I bertindak untuk dan atas nama serta untuk 
kepentingan Penggugat karena jual beli terhadap semua tanah tersebut 
mengunakan uang milik Penggugat dan dilakukan oleh Tergugat I pada saat 
Tergugat I menjabat atau bertugas sebagai pembantu Ketua II Bidang 
Administrasi dan Keuangan maupun sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu 
Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Gombong serta pengelola Dana Saving, 
maka semua tanah obyek sengketa tersebut diatas adalah milik Penggugat dan 
secara hukum harus diatasnamakan Penggugat/Persyarikatan Muhammadiyah, 
fisik tanah obyek sengketa tersebut juga dikuasai dan dipergunakan untuk 
kepentingan Amal Usaha Penggugat, namun secara formil semua tanah obyek 
sengketa tersebut telah diterbitkan atau dikeluarkan sertifikat atas nama Tergugat I 
oleh turut Tergugat, maka perbuatan dan tindakan Tergugat I yang mengatas 
namakan semua tanah obyek sengketa tersebut menjadi atas nama Tergugat I 
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adalah perbuatan melawan hukum, karena Tergugat I telah melanggar ketentuan 
Pasal 35 Anggaran Dasar Jo Ketentuan Pasal 34 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga 
Persyyarikatan Muhammadiyah dan Ketentuan Pasal 1365 KuhPerdata. 
Bahwa oleh karena Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) menyatakan, 
menerangkan dan memberitahukan dengan sebenar-benarnya semua tanah obyek 
sengketa tersebut diatas adalah tanah milik Penggugat (Persyarikatan 
muhammadiyah) sebagaimana dituangkan dalam akta pernyataan Nomor :107 
tanggal 15-07-2005 yang dibuat oleh Tergugat dan Turut Tergugat yang 
ditandatangani dihadapan DARMO, S.H. Notaris di Kabupaten kebumen, oleh 
karena Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) telah menyatakan dan 
mengakui dengan sebenar-benarnya bahwa Penggugat/Persyarikatan 
Muhammdiyah adalah pemilik sah semua tanah obyek sengketa tersebut  dan Para 
tergugat telah menyerahkan Sertifikat kepada Penggugat. 
Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka 
Penggugat (Persyarikatan Muhammadiyah) adalah pemilik sah terhadap semua 
tanah obyek sengketa tersebut.  
Bahwa Pihak Pertama, Pihak Kedua, Pihak Ketiga, Pihak Keempat (Para 
Pihak) setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri untuk menyelesaikan 
perkara perdata Nomor: 11/PDT. G/2016/PN Kbm., melalui mediasi yang 
dituangkan dalam akta perjanjian perdamaian, kemudian akta tersebut dijadikan 
dasar atau pedoman pertimbangan Hakim untuk memutus perkara kepemilikan 
hak atas tanah melalui  mediasi. 
Berdasarkan hasil analisis di atas dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa Putusan Nomor: 11/PDT. G/2016/PN Kbm, dimana Penggugat dapat 
membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa 
adalah tanah milik Penggugat karena jual-beli tanah yang dilakukan oleh Tergugat 
I pada saat Tergugat I menjabat sebagai Pembantu Ketua II Bidang Administrasi 
dan Keuangan dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) 
Muhammadiyah Gombong serta menggunakan dana/uang milik Pihak Pertama 
selaku Penggugat (Persyarikatan Muhammadiyah), maka sesuai dengan AD/ART 
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tanah-tanah tersebut secara hukum adalah milik Pihak Penggugat (Persyarikatan 
Muhammadiyah), bukan milik Tergugat I. 
Bahwa Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan pihak keempat 
(Turut Tergugat)  didasari dengan itikad baik berkehendak untuk mengakhiri 
sengketa atas kepemilikan empat belas (14) bidang tanah hak milik yang 
diuraikan dalam perkara perdata Nomor: 11/Pdt.G/2016/PN.Kbm., tertanggal 28 
Juni 2016 dengan jalan perdamaian yang dituangkan dalam akta perjanjian 
perdamaian. Dengan demikian maka jelas bahwa para pihak menyetujui dan 
melaksanakan isi dari akta perdamaian yang dibuat di hadapan Hakim Mediator.  
3.3 Akibat Hukumnya Setelah Adanya Putusan Mediasi dalam Perkara 
Kepemilikan Hak Atas Tanah yang Dijatuhkan oleh Hakim  
Akibat hukum yang diterjadi setelah perkara diputus oleh hakim pemeriksa 
perkara yaitu mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk kedua belah pihak, 
maka dengan demikian putusan mediasi apabila tidak diaksanakan dengan itikat 
baik akan menimbulkan akibat hukum, yang dalam dirinya melekat kekuatan 
hukum mengikat kepada para pihak. Dalam hal ini jika salah satu pihak tidak 
melaksanakan isi dari akta perjanjian sebagaimana tertuang dalam putusan perkara 
perdata nomor: 11/PDT. G/2016/PN Kbm. maka salah satu pihak berhak untuk 
minta kepada pengadilan agar dapat dilakukanya eksekusi secara paksa terhadap 
pihak yang lalai atau tidak beritikad baik dalam menjalankan isi akta perjanjian 
tersebut. 
Dengan merujuk pada kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN 
KETUHANAN YANG MAHA ESA” pada putusan perdata nomor : 11/PDT. 
G/2016/PN Kbm. maka sudah sepantasnya putusan tersebut telah berkekuatan 




Pertama, dalam proses penyelesaian perkara perdata Nomor : 
11/Pdt.G/2016/PN. Kbm., yang diselesaikan malalui mediasi dilaksanakan 
pertama gugatan didaftarkan ke paniteraan perdata kemudian dilanjutkan 
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membayar panjar biaya perkara dan diberikan register perkara selanjutnya ketua 
atau wakil ketua pengadilan menunjuk/menetapkan hakim/majelis hakim yang 
akan memutus dan mengadili perkara perdata yang bersangkuatan. Setelah itu 
Majelis hakim pemeriksa perkara menentukan penetapan hari sidang dengan 
memanggil para pihak baik pihak Penggugat maupun Tergugat.  
Pada sidang hari pertama Majelis Hakim mewajibkan terlebih dahulu agar 
para pihak menempuh mediasi atau penyelesaian perkara dengan cara perdamaian 
yang dipimpin oleh hakim mediator yang ditunjuk oleh para pihak yang 
berperkara. Dalam hal ini para pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian 
yang telah dituangkan dalam akta perdamaian dan telah memberitahukan 
kesepakatan perdamaian kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara. Dengan 
demikian Majelis Hakim dapat mengukuhkan hasil kesepakatan perdamaian 
tersebut kedalam suatu putusan yang didalamnya terdapat kekuatan hukuk yang 
mengikat bagi para pihak. 
Kedua, Sengketa kepemilikan hak atas tanah dalam putusan perkara perdata 
Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN. Kbm., pada dasarnya Pihak Tergugat bertindak untuk 
dan atas nama serta untuk kepentingan Penggugat karena jual beli terhadap semua 
tanah obyek sengketa tersebut mengunakan uang milik Penggugat dan dilakukan 
oleh Tergugat I pada saat Tergugat I menjabat atau bertugas sebagai pembantu 
Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan maupun sebagai Ketua Sekolah 
Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Gombong serta pengelola 
Dana Saving, maka semua tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat dan 
secara hukum harus diatasnamakan Penggugat/Persyarikatan Muhammadiyah, 
maka perbuatan dan tindakan Tergugat I yang mengatas namakan semua tanah 
obyek sengketa menjadi atas nama Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum 
yang telah melanggar ketentuan Pasal 35 Anggaran Dasar Jo Ketentuan Pasal 34 
ayat 1 Anggaran Rumah Tangga Persyarikatan Muhammadiyah dan Ketentuan 
Pasal 1365 KuhPerdata dan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) 
menyatakan, menerangkan dan memberitahukan dengan sebenar-benarnya semua 
tanah obyek sengketa tersebut diatas adalah tanah milik Penggugat (Persyarikatan 
muhammadiyah) sebagaimana dituangkan dalam akta pernyataan Nomor :107 
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tanggal 15-07-2005 yang dibuat oleh Tergugat dan Turut Tergugat yang 
ditandatangani dihadapan DARMO, S.H. Notaris di Kabupaten kebumen, maka 
cukup beralasan apabila Penggugat (Persyarikatan Muhammadiyah) adalah 
pemilik sah terhadap semua tanah obyek sengketa tersebut. 
Ketiga, Akibat hukum dari perkara perdata Nomor: 11/Pdt.G/2016/PN. 
Kbm., yang telah dikukuhkan oleh hakim kedalam suatu putusan pengadilan, 
maka putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk kedua 
belah pihak, dimana kedua belah harus mentaati semua isi dari akta perdamaian 
yang telah diputus/inkrah. 
4.2 Saran 
Pertama, diharapkan para pihak yang telah bersepakat mengikatkan dirinya 
kedalam akta perjanjian perdamaian agar tetap saling menjaga kesepakatan dan 
tidak saling mengikari perjanjiannya dikemudian hari, karena akta perjanjian itu 
sendiri telah dikukuhkan oleh Majelis hakim kedalam suatu putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak. 
Kedua, diharapkan Hakim Mediator supaya agar lebih meningkatkan 
kemampuanya atau skill dalam memfasilitasi perdamaian para pihak guna 
terciptanya kesepakatan perdamaian, serta perlunya peningkatan jumlah Hakim 
Mediator agar tidak menimbulkan antrian atau penumpukan perkara dipengadilan. 
 
Persantunan   
Penulisan karya ilmiah ini saya persembahkan kepada pertama, kedua orang 
tua saya yang sangat saya cintai dan hormati yang telah memberikan 
dukungannya baik materiil maupun moril dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, 
kedua, kakak dan adiku yang selalu memberikan semangat tanpa henti, ketiga, 
sahabat-sahabatku semua tanpa terkecuali, dan seluruh keluarga besar yang tanpa 
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